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LEMBARAN DAERAH
ATEN DAERAH TINGV .. 11 LN UMAS

NOMOR : TAHUMN 19w SER. : D NO : 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 19 TAHUN 1995
TENT.ANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS BINA MARGA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

ifenimbang : a. bahwa ‘dalam rangka pelaksanaan otono-.
' mi yang nyata, dinamis dan bertang—-
gung Jawab dengan titik Bberat di
Daerah Tingkat II'  berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995 dan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2
" Tahun 1995, telah diserahkan sebagianr
urusan pemerintahan di bidang Peker-
jaan Umum Bina Marga kepada Daerah
Tingkat II sebagai Urusan Rumah
Tangga Daerah ;



b. bahwa dengan adanya penyerahan urusan
tersebut maka Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum seba-
gaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor 11 Tahun 1979 sudah tidak

sesuai lagi, oleh karena itu perlu

ditinjau kembali ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut,
untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Secara
berdayaguna dan berhasilguna khusus-
nya dalam bidang Pekerjaan Umum Bina
Marga, maka perlu mengatur Pemben-
tukan Organisasi dan Tatakerja Dinas

Bina Marga dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1930
tentang Pembentukan Daerah—daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah ;

2. Undang—-undang Nomor S Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
1987 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan di bidang Pekerjaan Umum
kepada Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indone<ia Takbn 1987 Nomor
25, Tambahan ' _. ! aran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 0J353) ;

Peraturan Pemerintah Nomor &6 Tahun
1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi

Daerah dengan Titik Berat pada Daerah
Tingkat II (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3487) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua
puluh enam) Daerah Tingkat II Percon-
tohan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3590) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tabun 1992 tentang Fedoman 0Orga-
nisasi Dinas Daerahj

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 1993 tentang Bentuk Per-
aturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;



9.

10.

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
@7 Tahun 1993 tentang Pola Organisasij
Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Proyek Percontohan Otonomi Daerah
Pada Daerah Tingkat II 3

Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
1995 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan,
Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan
Umum Cipta Karya, Pertambangan,
Tenaga Kerja, dan Penambahan Penyera-
han Sebagian Urusan Pemerintahan di
Bidang Kepariwisataan kepada Daerah
Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun 1995 Nomor 4 Séeri D) 3

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
'Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

rMenetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KARBUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBEN-
TUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
BINA MARGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BANYUMAS.



BAR 1

KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyu-
mas;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Banyumas;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1I1I
Banyumas;

Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas vyang
mempunyali wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau
beberapa Kecamatan ;3 :

Unit Pelaksana Teknis Dinas  vyang selanjutnya
disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana dari sebagian
tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis ter-
tentu;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk-
kan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seo-
rang Pegawal Negeri Sipil dalam satuan organisasi
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.



BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Bina

Marga.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) Dinas Bina Marga adalah Unsur Pelaksana
Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan
kewenangan pangkal dan penyerahan wurusan 1lebih
lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga
Daerah di bidang Bina Marga.

(2) Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas vyang berada dibawah dan bertanggung Jjawab
kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Bina Marga mempunyail tugas pokok melaksanakan
Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Bina Marga
yana menjadi tangouna jawabnya meliputi penagendalian
operasional, pembangunan, pemeliharaan serta jalan
kota dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Tengah.



Pasal S

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas
Bina Marga mempunyai fungsi :

a. perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pem—
bangunan dan pengelolaan, pembinaan, pemberian
bimbingan dan perijinan sesuai dengan kebijaksa-
naan yang ditetapkan Bupati Keapala Daerah ;

b. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina
marga sesual dengan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Bupati Kepala Daerah ;

c. pengelolaan tata usaha Dinas 3

d. pengelolaan cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis

Dinas 3
BAB 1V
ORGANIGSASI
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga terdiri
dari :

a. Kepala Dinas

b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
1. Urusan Umum ;3
2. Urusan Kepegawaian ;
3. Urusan Keuangan ;

c. Seksi Pengendalian Operasional terdiri dari :
1. Sub Seksi Penyusunan dan Program ;
2. .Sub Seksi Perencanaan Teknis: L S
3. Sub Seksi Leger Jalan. ;. " ' i
4. Sub Seksi PenguJian Tanah dan Bahan g



(2)

(3)

(4)

d. Seksi Pembangunan, terdiri dari :
1{. Sub Seksi Pembangunan Jalan j
2. Sub Seksi Peningkatan Jalan 3
3. Sub Seksi Penggantian Jembatan 3

e. Seksi Pemeliharaan, terdiri dari :

1. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan 3

2. Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan 3
3. Sub Seksi Pemanfaatan dan Perijinan Jalan

f. Seksi Jalan Kota, terdiri dari :

1. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan Kota ;
2. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan

Jalan ;
3. Sub Seksi Pemanfaatan dan Perijinan Jalan j

g. Cabang Dinas.
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
i. Kelompok Jaha*an Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang masing—-masing

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang
Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang

Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.



(5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang

Tenaga Fungsional vyang paling senior sebagai
Ketua Kelompok dan bertanggung Jjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal &6 ayat (1) huruf a s/d f dan Jj Peraturan

Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati Kepala Daerah.

2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang
Dinas Bina Marga serta pembentukan Organisasi
dan Tatakerja UPTD Bina Marga akan ditetapkan

kemudian, setelah mendapat persetujuan dari
Menteri Dalam Negeri.
3) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
- dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 8

Tatakerja Dinas Bina Marga diatur lebih lanjut dengan- .

Keputusan Bupati Kepala.Daerah.

0
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BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9
Jenjang Jjabatan dan kepangkatan serta susunan kepe-

gawaian Dinas Bina Marga diatur sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang—undangan yang berlaku.

" BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peratu-
ran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor
11 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tataker-
ja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat 11
Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

_ Peraturan Daerah ini mulai berlaku. padé tanggal
-diundangkan. '

10O



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Banyumas.

Ditetapkén di Purwokerto
- pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT. II . . TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS ' |
Ketua, .
Cap. = ttd == . . . . Cap. . ttd.

H. WARSONO -~ ~ - - H.DJOKO SUDANTOKO -

_ géatﬁrén_-Daerahf.ini_felah disahkan ‘dengan Surat - -

eputusan Gubernur Kepala Daerah- Tingkat I Jawa
engah tanggal 10 Juli 1995 Nomor -: 188.3/218A/1995 -~

diundangkan “dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
-Tingkat. II Banyumas Nomor 16 tanggal 28 Juli 1995
Seri D . * e . —_— - ~ N - s - . A-
'(_A9¢k(é£ar15 wilayahlﬂaereh-.'

Cap. . ttd.

Drs. SOEDIMAN

Pembina ‘
" Nip. : 500 034 842
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 19 TAHUN 1995
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS BINA MARGA
- KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di
Bidang Pekerjaan Umum telah diatur dengan Pera-
turan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987.

Berdasarrnain Peiraturan Pcaoerintah Nomor 8
Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah
Tingkat 111 Percontohan dan Peraturan Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum

Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan
Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja,
Sosial dan Penambahan Penyershan Sehagian Urusan
Pemerintahan di Bidang Kepariwisataan Kepada

“pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas,
Dinas Pekerjaan Umum dibagi menjadi 3 (tiga) Dinas



baru vyaitu Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas
Pekejaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum
cipta Kary,a. Pengar adanya penyerahan dimaksud
perlu mengatur Pembentukan Organisasi dan Tataker-—
Ja Dinas Bina Marga dengan Peraturan Daerah.

Urusan-urusan yang diselenqggarakan oleh
Dinas Bina Marga adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah
dan penyusunan program perwujudan jaringan
Jalan skunder :

a. pada kota-kota yang merupakan Daerah Tingkat
I kepada Daerah Tingkat II yang bersangku-
tan dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah
Tingkat. I.

b. pada kota-kota yang bukan merupakan Ibukota
Dati I kepada Femerintah Daerah Tingkat II.

C. pada kota—-kota yang merupakan Datz: 11 dan
bukan merupakan Ibukota Dati I kepads
Pemerintah Daerah Tingkat II.

2. Perencanaan teknis dan pembangunan atas :

a. Jalan Kolektor Primer yang tidak termasuk
dalam kelompok Jalan Nasional dan kelompok
jalan propinsi ;

b. Jalan Lokal Primer ;

c. Jalan Skunder selain yang termasuk dalam
kelompok jalan Nasional dan jalan Propin-
s1 ;.

d. Jalan vyang tidak tersebut diatas yang mem-
punyalr nilai strategis terhadap kepen-
tingan Daerah Tingkat II ;

e. Jaringan Jjalan skunder di dalam Daerah
Tingkat II.



Pemel 1haraan atas :
a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk
dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok

jalan Propinsi.

b. Jalan lokal primer.

c. Jalan skunder selain yang termasuk dalam
kelompok jalan Nasional dan kelompok Jjalan
Propinsi.

d. Jalan vyang tidak tersebut di atas vyang
mempunyal nilai strategis terhadap kepen-
tingan Dati1 II.

Penetapan status suatu ruas jalan lokal skunder
sebagal jalan Kotamadya.

Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan
desa.

Pemeliharaan atas

a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan
Ibukota Daerah Tingkat I dengan Ibukota
Daerah Tingkat II ;

b. Jalan «Kolektor Praimer yang menghubungkan
antar Ibukota Daerah Tingkat 11 -

c. Jalan selain daripada yang termasuk dalam
huruf a dan b vang mempunyal nilail strate-
gis terhadap kepentingan Daerah Tingkat I.

Penetapan status sebagai jalan kabupaten atas

a. Jalan Kolektor Primer yang tidak termasuk
kelompok jalan Nasional dan kelompok Jalan
Fropinsl;

b. Jalan Lokal Primer ;

c. Jalan Sekunder lain selain vyang termasuk
kelompok Jalan Nasional dan kelompok jalan
Propinsi ;



d. Jalan selain daripada yang termasuk dalam
huruf a,b dan c yang mempunyai nilai strate-
gis terhadap kepentingan Daerah Tingkat II.

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal S : Cukup jelas.
Pasal &6 ayat (1) s/d (5) : Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.
Pasal 8 ¢ Cukup jelas.
Pasal @9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup Jjelas.
Pasal 11 t Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
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